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Warga Bisa
Bernafas Lega

@ Sambungan Hal13

Warga, sebuinya, mem-
pertanyakan bagaimana
angka tersebut muncul da-
lam rentang waktu vang
lama. Sehingga, warga me-
nilai ada kejanggalan dalam
penagihan tersebut. Namun,
dengan rencana kebijakan
itu, menandakan Pemkot
memahami dan memaklumi
kesulitan ekonomi warganya
banyak yang terlambat atau
menunggak PBB.

“Artinya, pemkot mema-
hami bahwa keterlambatan
atau tunggakan bukan di-
sebabkan warga menyepe-
lekan pembayaran pajak,
tetapl disebabkan oleh ke-
mpum;};konmm semata,”

Hanya, Hendro juga ber-
harap pendataan dari pe-
nerimaan pajak dari warga
harus benar-benar dicatat
dengan baik. Sehingga, ti-
dak ada persoalan lagi ke
depannya. Hal itu pun periu
ditkuti dengan updating ba-
sis data yang baik agar tidak
semakin carut marut dalam
mengelola pajak warga.
Tanpa sanksi
Hendro menambahkan,
kebijakan pemkot tersebut
juga jauh lebih mulia diban-
dingkan dengan memberi-
kan punishment atau sanksi
pada warga yang terlambat
membayar pajak. Baginya,
memberi punishment pada
warga Yogya yang memiliki

‘ yang rumit.

budaya guyub dan jiwa go-
tong royong tinggi malah
akan memicu masalah baru

Menurutnya. budaya gu-
yub dan jiwa gotong royong
masyarakat adalah kekuat-
an besar. Bila pemkot mam-
pu mengambil hati warga
dengan pendekatan luwes,
maka apapun yang sedang
dilakukan

lah nanti waktu yang mem-
buktikan,”

Sebelumnya. Hendro

dia juga ditagih PBB sebesar
Rp155.216. Total tunggakan
PBB yang harus dibayarkan-
nya mencapai Rp329.205
sudah beserta d

Kepala Sub Bidang Pcna
githan dan Keberatan, Badan
Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kota
Yogyakarta, E. Irawati me-
ngatakan, warga bisa meng-
ajukan penghapusan denda
yang akan disetujul oleh wall
kota setempat. Hal itu pun
sudah disosialisasikan di 45
kelurahan yang saat ini se-
dang menarik tagthan PBB.

Irawati melanjutkan,
pengajuan pembebasan
denda tunggakan ini pun
sudah banyak dilaksanakan
oleh warga Kota Yogyakarta.
Bahkan, pthaknya juga te-

M@ﬂ&aﬁwwﬁ?@mwmm-
dapatkan tagthan pembayar-~  lunasi tunggakan.

an pafak bumi dan bangunan
(PBB) selama kurun waktu
2001 dan 2002. Hal itu lan-
taran banyak warga yang me-
rasa janggal dengan tunggak-
an PBB di beberapa tahun.
Padahal, mereka sudah me-
rasa membayarkan dan clear
secara administrasi.

Dalam surat undangan
pengagihan PBE yang di-
terimanya, Hendro terca-
tat tidak membayar PBB
dalam kurun waktu tahun
2001 dan 2002. Besaran pa-
jak yang harus dibayarnya
pada tahun 2001 adalah
Rp107.712, sementara di ta-
hun 2002 sebesar Rp71.277.
Sementara, di tahun 2017

hap, misalnya dengan meng-
angsur selama dua atau tiga
tahun. Karena, PBB meru-
pakan pajak tahunan, maka
harus dibayar setiap tahun-
nya. Sementara, untuk warga
yang ngotot merasa sudah
membayar dan masth terca-
t tlmwkm pihaknya juga

kesempatan un-
tuk menulis pernyataan da-
lam surat bermaterai.

“Surat pernyataan ini
kami masukkan dalam ka-
tegori piutang yang kemung-
kinan tidak tertagih. Sifat-
nya bukan menghapuskan
plutang,” ujarnya. (ais)
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